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Abstrak

Tahun 2018 adalah tahun politik. Diperlukan kesiapan untuk mengatasi berbagai permasalahan
social budaya, ekonomi dan politik yang cenderung menguat menjelang hingga selesainya tahun
politik ini. Di satu pihak proses demokratisasi hendaknya dibiarkan berjalan sesuai dinamika
zamannya, namun di pihak yang lainnya upaya cerdas dalam mengantisipasinya perlu dipikirkan
dengan baik, sehingga diperlukan upaya manajemen konflik yang memiliki wawasan kebangsaan
berdasarkan pengalaman kesejarahan masa lalu. Tulisan ini membahas bagaimana riak-riak yang
terjadi di masa lalu, yang dapat dipergunakan sebagai bekal dalam menghadapi masa sekarang
menuju pembangunan demokrasi masyarakat yang dewasa cerdas. Dengan ini tentu pembangunan
demokrastisasi masyarakat Indonesia diharapkan berjalan dengan baik, sehingga tidak
mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat luar terlebih-lebih akan mengarah pada proses
disintegrasi.
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[.Pendahuluan

Dalam era globalisasi persoalan konflik tidak dapat dihindari. Untuk itu, masyarakat diharapkan
secara cerdas dalam menyikapi setiap persoalan konflik di masyarakat. Terlebih-lebih di tahun
Pilkada tahun 2018. Masyarakat akan dapat menyelesaikan persoalan politik domestiknya, jika
pengaruh global muncul, sementara masyarakat akan mengalami permasalahan konflik secara
berkelanjutan, jika tidak ada muncul pengaruh luar. Masalah ini biasa dibahas dalam dunia politik
terlebih-lebih di dunia ketiga yang sangat rentan akan mengalami masalah konflik berkepanjangan.
Lihat saja misalnya pada kasus di Suriah, negara yang terkenal akan cerita dongengnya yang kaya
akan kearifan-kearifan lokalnya di masa lalu. Akan tetapi, akibat bencana perang di negeri Arab
yang berkepanjangan menyebabkan masuknya intervensi asing dan tidak tanggung-tanggung
diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk merenovasi keadaan dan diperlukan bantuan
pembangunan triliunan rupiah dari berbagai negara termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kisah yang dialami oleh Suriah sebenarnya menghadirkan berbagai kepentingan antara
dunia Arab dan dunia Barat. Memang semenjak jatuhnya komunisme, maka yang dianggap musuh
paling berat bagi Dunia Barat adalah Islam. Islam tentu tidak diartikan sebagai ideologi agama, tetapi
sebagai sebuah ideologi politik. Memang sulit memisahkan antara kedua konsep ideologi yang
saling tumpeng tindih ini dalam pemikiran dunia Islam. Oleh karena itu, di negara-negara yang
pernah dikolonisasi oleh Barat, Islam sebagai sebuah ideologi selalu muncul ke permukaan dalam
merebut kemerdekaan. Lihat misalnya dalam perang Aceh yang berlangsung cukup lama (1899-
1917) dan menelan korban jiwa yang banyak. Belanda pun kewalahan dalam mencari solusi
terhadap perang yang dianggap menelan banyak korban jiwa itu, baik di kalangan Belanda, maupun
di kalangan tentara Aceh. Tidak mengherankan juga, jika arsitek kolonial Belanda C. Snouck
Hurgronje menikah dengan gadis Aceh untuk dapat mengetahui kehebatan ideologi Islam yang
mampu menghadang kekuatan Belanda di Aceh. Melalui pernikahannya inilah, Snouck berusaha
keras mempelajari ayat-ayat yang memungkinkan tentara Aceh berjibaku dengan semangat perang
Sabil terjun di medan konflik yang berkepanjangan dan akhirnya di medan pertempuran yang
tercatat sangat penting dalam manajemen pengelolaan wilayah Indonesia yang kemudian berada
di bawah kekuasaan Belanda.

Tidak berhenti sampai di situ, Belanda pun menghadapi kekuatan lasjkar Bali yang dikenal
sebagai Puputan yang terjadi pada tahun 1906. Ada persamaan yang dapat dilihat antara konflik
Aceh dan konflik Belanda dengan lasjkar Bali dalam konteks puputan itu. Di antaranya adalah
kemampuan keduanya baik di Aceh, maupun di Bali, untuk mengangkat ideologi agama, ke dalam
ideologi politik. Siapa yang menjalankan kebenaran Tuhan akan mencapai surga, walaupun dengan
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titik darah penghabisan. Demikianlah ideologi agama dimunculkan ke permukaan untuk
menggalang kekuatan terhadap kelompok yang dianggap menentangnya.

Il. Perspektif Konflik Masa Lalu

Dengan ideologi agama yang diangkat ke ranah politik, menyebabkan Belanda mempelajari secara
seksama tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat Timur. Sebelum memahami dinamika
tersebut, Belanda menerapkan politik menurut persepsi yang dianggap menguntungkannya
berdasarkan pengalaman yang cukup lama dalam masalah manajemen konflik di Eropa. Ini
berkaitan dengan pengalamannya mengelola konflik ketika benua Afrika mulai dibagi-bagi di antara
kapitalis Barat di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan berbekal rasionalisme yang
berkembang sejak zaman Renaisance, negara-negara Barat pun berlomba-lomba untuk mencari
daerah jajahan baru dengan menekan masyarakat Afrika yang masih kuat dengan ikatan-ikatan
primordialismenya.

Negara-negara Barat menganggap bahwa keikutsertaannya dalam mengatasi masalah
konflik di negara-negara tersebut karena diminta oleh penguasa-penguasa lokal yang meminta
bantuan agar mereka terlepas dari berbagai mamalah konflik. Dari sudut pandang ini, Barat
menerapkan politik pheriphery yaitu yang berasal dari daerah pinggiran dan bukan dari pusat
kekuasaan Belanda. Dengan berdasarkan pemikiran ini, Barat terutama Inggris yang merasa
berkewajiban untuk membantu terhadap masyarakat lokal dari perseteruan konflik yang
berkepanjangan.

Sementara itu, Belanda merasa perlu menerapkan politik yang bersifat indirek dan informal,
bila dimungkinkan, dan menerapak politik direk dan formal, apabila diperlukan. Artinya hubungan
yang bersifat tidak langsung dan tidak formal ditempuh lebih dahulu, jika menghadapi permasalahan
yang tidak memberikan solusi maka Belanda tidak tanggung-tanggung untuk melaksanakan politik
yang bersifat langsung dan formal. Dan menurut Belanda, yang membedakan antara penguasa
kolonial Barat lainnya dengan penguasa kolonial adalah karena Belanda melaksanakan politik ethis
(ethische politiek), sehingga Belanda merasa memiliki kewajiban moral atau hutang budi yang harus
dibayar oleh penjajah Belanda terhadap penduduk yang dijajahnya. Inilah yang memungkinkan
penduduk Indonesia mendapat pendidikan yang sebenarnya keinginan awal Belanda untuk
memperoleh tenaga sumber daya manusia yang professional dan mengetahui tataran birokrasi
pemerintah Belanda. Caranya dengan memberikan pendidikan Barat Namun, tampaknya hal ini
memberikan dampak yang luar biasa bagi penduduk lokal untuk menjadi bangsa yang cerdas,
dimana diberikan pelajaran tentang Barat dan Bahasa Belanda bagi anak-anak bangsawan dan
orang Timur Asing (Vreemde Osterlingen), sehingga mereka memungkinkan untuk merebut
kemerdekaannya dari penguasa kolonial.

lll. Manajemen Konflik, Ikatan Primordialisme dan Nasionalisme di Era Global

Sejarah mencatat bahwa komunitas yang bedasarkan agama memberikan kontribusi bagi
terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat ketika nasionalisme berupaya untuk
mengintegrasikan kepercayaan setiap individu dari komunitas itu kepada paham kebangsaan.
Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa dalam konsep mengimplementasikan ideologi
nasionalisme itu tanpa rintangan. Memang dalam mengelola konflik antara komunitas yang satu
dengan komunitas yang lainnya dimunculkan istilah co atau cooperative dan non-co atau non
cooperative. Sejak awal masa pergerakan yaitu setelah pelaksanaan politik etis tahun 1901 dan
dimulainya berdirinya gerakan Budi Utomo tahun 1908, telah muncul beberapa konflik kepentingan,
meskipun pada akhirnya konflik-konflik itu diselesaikan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada
satu catatan penting yang berkaitan dengan Budi Utomo karena awalnya dikedepankan upaya untuk
memajukan kebudayaan Jawa. Lebih ditekankan pada kata kebudayaan untuk menghindari
perhatian Belanda yang mencurigai setiap gerakan pemuda pada masa pergerakan.

Namun demikian, ikatan-ikatan primordialisme yang ada pada budaya masyarakat pada
saat itu, tampaknya sulit ditinggalkan. Di sinilah mengapa konflik-konflik yang berkepanjangan
masih berlangsung hingga, awal-awal kemerderkaan. Kondisi budaya masyaakat yang demikian,
bukannya tanpa resiko, karena ketika masa okupasi Jepang misalnya, tetap memanfaatkan ikatan-
ikatan primordial yang sudah ada. Jepang menyadari akan dinamika politik yang berlangsung,
sehingga mengapa kemudian penyerahan kekuasaan dari Jepang ke pemuda tanpaknya tidak
dilaksanakan secara langsung. Sementara itu, konflik-konflik masih berlangsung sehingga apa yang
diharapkan terjadi tidak dapat berjalan dengan lancar. Hingga kemudian sama halnya dengan
Belanda, Jepang pun menerapkan pasal pasal karet yang ditujukan kepada pemuda pejuang.
Manajemen pengelolaan konflik yang dilakukan ini tampaknya memberikan hasil bagi penguasa
kolonial.
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Di era revolusi (1945—1950) konflik-konflik politik masih berlangsung dengan kuat,
sehingga mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa yang sudah diproklamasikan pada tahun
1945. Gerakan-gerakan yang berlandaskan ada agama, nasionalisme, dan komunisme
berlangsung kuat. Ini adalah situasi politik yang sangat mengkhawatirkan, karena Indonesia
terpecah menjadi beberapa negara bagian seperti munculnya Negara Sumatra Timur, Negara
Indonesia Timur dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan gerakan komunisme, memang pada
masa awal pergerakan sudah ada partai Komunis Indonesia yang didirikan pada tahun 1921.
Namun, hakekat partai itu adalah menentang pemerintah kolonial Belanda. Konflik kepentingan
yang terjadi juga tidak dapat dihindari. Bahkan, gerakan komunisme mencapai puncaknya pada
tahun 1948. Di sini tampaknya komunisme menjadi lawan dari gerakan-gerakan Islam, sehingga
polarisasi politik yang terjadi sekitar 20 tahun kemudian lebih banyak diwarnai oleh konflik-konflik
antara agama, komunisme, dan nasionalisme.

Tiap daerah di Indonesia memiliki kekhasannya sendiri dalam mengelola konflik-konflik
yang berkepanjangan di era setelah masa revolusi. Dalam kaitannya dengan ideology komunis,
agama, dan nasionalisme tampaknya konflik-konflik di Jawa tidak separah di Bali. Di Bali, akibat
konflik-konflik itu menyebabkan banyakya jatuh korban, karena masalah konflik politik dikaitkan
dengan masalah agama. Seperti adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa kalua gerakan
komunis yang menang, maka semua bangunan suci Hindu akan dihancurkan. Provokasi dan
slogan-slogan anti agama ini menyebabkan mengapa peristiwa konflik komunis dan non komunis
lebih banyak dan parah terjadi di Bali, dibandingkan dengan kejadian konflik di Jawa. Di Bali,
misalnya lebih dari 100.000 korban gerakan komunis yang berjatuhan, dan ini tampaknya
menyisakan trauma yang mendalam di kalangan para kelompok yang bertikai. Di Jawa, khususnya
di Jawa Timur seperti di Kediri misalnya konflik yang terjadi tidak separah yang terjadi di Bali. Di
Kediri Jawa Timur misalnya, bagi anggota komunis yang dapat menyelamatkan diri ke kampung
Kristen, biasanya terselamatkan dibandingkan mengungsi ke kampung lainnya. Ini adalah contoh
yang menarik bagaimana sikap memanusiakan manusia (ngewongke wong) tampaknya berlaku di
daerah-daerah kampung Kristen, sehingga para korban yang terselamatkan itu dapat menajutkan
kehidupannya hingga sekarang.

Meskipun demikian, pertanyaan utama yang perlu dibahas adalah mengapa bangsa yang
menjunjung tinggi akan kebesaran Tuhan mengakibatkan begitu banyaknya berjatuhan korban jiwa?
Di sinilah arti pentingnya memaknai peristiwa sejarah untuk terjadi berulang lagi. Kearifan-kearifan
lokal yang hendak dapat digali, sehingga masyarakat menjadi cerdas dalam berpolitik yang
biasanya untuk kepentingan sesaat.

Masyarakat hendaknya memahami dan menghayati makna setiap ideologi yang
dikontestasi dan dipertarungkan. Bagi masyarakat yang cerdas tentunya tidak akan terjebak dengan
ideologi-ideologi yang mengaitkan antara politik dan agama. Pada gilirannya bahwa masyarakat itu
senditi yang mengalami kerugian akibat pertikaian dan konflik yang berkepanjangan. Tentu sebelum
hal ini terjadi lagi, hendaknya berbagai pihak, para stakeholders memahami hakekat perjuangan
politik, sehingga hal-hal yang tidak perlu terjadi dapat dihindari.

IV. Prilaku Cerdas Menuju Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan

Tampaknya masyarakat Indonesia hendaknya sudah menjadi cerdas dalam menyikapi setiap aksi
politik. Bagi ilmuwan politik perlu mempelajari apa yang sudah terjadi, karena pada dasarnya politik
adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lalu. Kedua ilmuwan ini meski memiliki
persepsi yang berbeda, namun memberikan keteladanan yang sama bagi generasi muda yang mau
mempelajarinya. Kedua keilmuan ini saling melengkapi dan di sinilah pentingnya mempelajari
masalah politik dan sejarah yang sangat penting dipahami dalam pengelolan konflik (conflict
management) yang terjadi di masyarakat.

Terlebih-lebih di era globalisasi sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Seringkali tanpa
sadar sebenarnya masyrakat kita terjebak dengan ideologi-ideologi yang sedang berkembang yang
sebenarnya tidak memiliki akar sejarah di tanah air. Ideologi terorisme misalnya sering menjadi
masalah dan perlu antisipasi semua pihak dalam menangani kasusnya. Pemaksaan kehendak,
tampaknya sudah tidak zamannya lagi. Kita dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang
multikultur yang bertentangan dengan kehdiupan yang monokultur. Apabila disimak latar belakang
sejarahnya memang setiap ideologi memiliki aspek kekerannya (criminalnya) ketika kehendak politik
mau dipaksanakan (politic tends to corrupt). Di sinilah masalahnya apabila kita tidak dapat
mengendalikan maka akan dilakukan keinginan yang tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan
masyarakat yang demokratis.

Islam di Indonesia misalnya adalah bukan Islam yang terrorist, tetapi Islam yang memiliki
nilai-nilai demokrasi dan berbasis pada toleransi sebagaimana terjadi di Asia Tenggara pada
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umumnya. Dalam hal ini Islam di Indonesia adalah Islam yang mencintai tradisi yang sudah ada
jauh sebelum kedatangan Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara adalah Islam yang
beraliran madshab Syafei yaitu yang sangat toleran dengan tradisi setempat dimana ia
mendatanginya. Tentu adanya pemahaman Islam seperti ini berbeda dengan pemahaman Islam di
dunia Arab misalnya yang memiliki karakteristinya sendiri-sendiri. Jika semua sudah menyadari
akan kebersamaan ini, tentunya semua kita akan tidak - menghadapi konflik sebagaimana yang
terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Oleh karena itu, sudah tidak masanya lagi mempertentangkan berbagai aliran politik yang
berbasis agama yang ada. Semua memiliki tujuan yang baik, tentu sikap masyarakat Indonesia yang
memiliki latar belakang budaya, tradisi, sejarah, bahasa yang berbeda menghendaki sikap cerdas
dalam melakukan perannya dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Baik pemerintah
daerah, pemerintah pusat, pimpinan partai, dan para stakeholders yang lainnya hendaknya
memainkan perannya yang aktif dan proaktif, sehingga dalam setiap kontestasi politik sebagaimana
yang terjadi di tahun politik 2018 ini, masing-masing kelompok komunitas masyarakat menyadari
akan peran politiknya secara dewasa dan cerdas, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang
tidak diperlukan.

Demokrasi politik memang diperlukan, akan tetapi demokrasi spiritual yang berbasis nilai-
nilai kearifan lokal yang bersifat unggul dan berbudaya tentu lebih memiliki arti yang sangat penuh
makna. Di sinilah perlunya pemahaman kita bersama dalam melihat setiap proses politik yang
berlangsung. Dengan berbekal nilai-nilai kearifan lokal tentu akan menjadi sebuah keniscayaan
sehingga kehidupan pembangunan politik masyarakat Indonesia yang berkelanjutan dapat
diwujudkan.

V. Simpulan

Dari uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lalu. Perlu belajar dari pengalaman
masa lalu dalam mengantisipasi berbagai persoalan dalam tahun pilkada ini. Ini perlu disadari,
bahwa konflik-konflik di akar rumput (grass roots) hendaknya dapat diantisipasi berdasarkan
kearifan-kearifan yang ada di masyarakat. Semua komponen masyarakat, pemerintah daerah
hendaknya mematuhi koridor masyarakat demokratis yang sudah ada, sehingga dapat
mengantisipasi berbagai persoalan yang bersifat multidimensi. Jika tidak, maka berbagai konflik
yang sifatnya multidimensi dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu,
diperlukan kebesaran hati, sikap yang cerdas, sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi
masyaakat saat ini, diupayakan akan dapat diantisipasi dengan baik, tanpa mengorbankan nilai-nilai
luhur, makna masyarakat demokratis yang dikembangkan sekarang ini.
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